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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MAROS 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI MAROS 

NOMOR : 54 'mHUN 2116 

TENTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAROS, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kabupaten Maros Nomor . . .  Tahun 2016 ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 
2015,  maka perlu adanya penjabaran pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2015 ;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2015 .  

1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 33f2),  sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 T'ahun 1994 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 'I'ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia . Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembararn � 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); � 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHON ANGGARAN 2015 

·��---------------- ........ 



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012  tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012  tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor 1 9 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 
12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 21, 
Tahun 2005 Nomor 1 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negar�,(} 
Republik Indonesia Nomor ,4570); � 
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13.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576). 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
15.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 1  Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Di pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh · Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5179) ;  2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 fl. ,  ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah J/ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentan!R 



• t 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor O 1 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 
0 1 ) ;  

.  24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 
2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 
07); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Ka bu paten Maros 
Tahun 2014 Nomor 15); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2015  
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 10) .  

M E M U T U S K A N :  

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2015.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati Maros ini yang dimaksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Maros. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Maros. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara adalah penyampaian 
laporan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi i 
prinsip-prinsip tepat .. waktu dan disusun dengan mengikuti standard 
akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. � 



7. 

8. 

9. 

10.  

1 1 .  

12 .  

13 .  

14.  

15 .  

16.  

17.  

18. 

19 .  

20. 

Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disebut LRA adalah merupakan 
salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan 
informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara 
tersanding untuk suatu periode tertentu. 
Neraca Adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan 
pemerintah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu 
periode tertentu. 
Laporan Arus Kas selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang 
menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode 
tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi 
aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran. 
Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan 
yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional 
keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, 
be ban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas 
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode 
sebelumnya. 
Sisa Lebih/ Kurang Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
SiLPA/ SiKPA adalah selisih lebih/ kurang realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode pelaporan. 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat 
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan 
penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, 
SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. 
Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE 
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas 
yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas 
akhir. 
Catatan atas Laporan Keuangan selanjutnya disebut CALK adalah 
penjelasan naratif atau daftar terinci atau analisis atas nilai (angka) 
suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK. Catatan tersebut 
juga berisi informasi tentang kebijakan akuntansi dan pengungkapan­ 
pengungkapan lain yang diperlukan. 
Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan 
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode 
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
pembiayaannya kembali oleh pemerintah. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya 
kewajiban. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun. anggaran yang bersangkutan 
dan tidak perlu dibayar kembali. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu' 
periode pelaporan. 

' .· 



2 1 .  Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama 
satu periode pelaporan. 

22. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah yang perlu 
dibayar atau akan diterima kembali, yang ditujukan untuk menutup 
defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. 

23. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah konstribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

25. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

26. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki 
oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 
mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan 
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta 
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan 
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 
sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

27 .  Asset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan 
segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam 
jangka waktu dua belas bulan atau satu tahun. 

28. Aset non lancar adalah aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak 
berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk 
kegiatan pemerintah atau digunakan ·oleh masyarakat umum. 

29 .  Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah. 

30 . Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan 
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 

BAB II 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 2 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan 
memuat: 
a. LRA; 

b. Neraca; 
c. LAK; 
d. LO. 

e. LPSAL; 
f. LPE; dan 
g. CALK. 



Bagian Kesatu 
LaporanKeuangan 

Pasal 3 

11 .748.872.989,79 

19.504.937.929,79 
7.756.064.940,00 

26.035. 703.634,64 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

( 1 )  LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu: 
a. pendapatan Rp. 1 . 133 .946.916 .197,85 
b. belanja Rp 1 . 119 .660.085.553,00 

surplus / defisit Rp. 14.286.830.644,85 
c. pembiayaan 

- Penerimaan 
- Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 
d. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

- Saldo akhir Kas di kas Daerah 

(7 .560.605.084, 79) 

,� 

4.188.267.905,00 
11 .748.872.989.79 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

(2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  di atas sebagai berikut: 
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp.80.245.800.417,15 dengan rincian sebagai berikut: 
1 .  anggaran pendapatan 

setelah perubahan Rp. 1 . 2 14 . 192 .7 16 .6 15 .00  
2 .  realisasi .:..:R:.s:::P.!..:· _...:.1.!..:.1=3=3=·=9-=-4=6.:.:. 9:....:1=6:..:.. . .:..19:::...7.:,_;,=8�5 

selisih lebih/(kurang) Rp. 80.245.800.417,15 
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp.98.720.898.967,00 dengan rincian sebagai berikut: 
1 .  anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1 .218 .380.984.520,00 
2. realisasi Rp. 1 . 119 .660.085.553 ,00 

selisih lebih/(kurang) Rp. 98.720 .898.967,00 
c . Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah 

Rp. (18 ,475.098.549 ,85 )  dengan rincian sebagai berikut: 
1 .  surplus/ defisit setelah perubahan Rp. (4.188.267 .905,00) 
2. realisasi Rp. 14.286.830.644 ,85 

selisih lebih/(kurang) Rp. (18,475,098 ,549.85 )  
d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah 

Rp.0 ,21 dengan rincian sebagai berikut: 
1 .  anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan Rp. 19.504.937.930,00 
2 .  realisasi �R::..t:P:..:..· __ ___:_;19::...:·-=5-=0-'-4.!..:. 9::...:3::...:7_:.·=9=2=9J..:., 7....:;,9 

selisih lebih/ (kurang) Rp. 0 ,21  
e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah 

Rp.7.560.605.085.00 dengan rincian sebagai berikut: 
1 .  anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan Rp. 15.316.670.025,00 
2. realisasi Rp. 7.756.064.940 ,00 

selisih lebih/(kurang) Rp. 7 .560.605.085.00 
f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah 

Rp. (7 .560 .605.084 ,79) dengan rincian sebagai berikut: 
1 .  anggaran pembiayaan netto 

setelah perubahan 
2. realisasi 

selisih le bih / (kurang) 



Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud 
Tahun 2015 sebagai berikut: 
a. jumlah aset 
b. jumlah kewajiban 
c. jumlah ekuitas dana 

dalam Pasal 2 huruf b per 31  Desember 

Rp 1 .801 .794.260.304,37 
Rp. 41 .345 . 188 .221,54 
Rp. l .760.449.072.082,83 

Pasal 5 

(330.693.298.837 .00) 
(2.756.064.940.00) 

0,00 
26. 775.077 .552,64 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir 
sampai dengan 3 1  Desember Tahun 2015 sebagai berikut: 
a. saldo Kas awal per 1 Januari 2014 Rp. 19.504.937.929,79 
b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 339.980.129.481,85 
c. arus Kas dari aktivitas investasi asset 

Non-keuangan 
d. arus Kas dari aktivitas pembiayaan 
e. arus Kas dari aktivitas Non-anggaran 
f. saldo kas akhir per 3 1  Desember 2 0 1 5  

Pasal 6 

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir 
sampai dengan 3 1  Desember Tahun 2015 sebagai berikut: 
a. pendapatan-LO Rp. l .203.387.881 .680,88 
b. beban-LO Rp 934.348.894.958,39 

surplus/ defisit Rp. 269.038.986.722,49 

Pasal 7 

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang 
berakhir sampai dengan 3 1  Desember Tahun 2015 sebagai berikut: 
a. saldo anggaran lebih awal Rp. 19.504.937.929,79 
b. penggunaan SAL Rp. (19.504.937.929,79) 
c. SiLPA/SiKPA Rp. 26.035.703.634,64 
d. koreksi kesalahan pembukuan Rp. 0,00 

tahun sebelumnya 
e. saldo anggaran lebih akhir Rp. 26. 035. 703.634,64 

Pasal 8 

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir 
sampai dengan 3 1  Desember Tahun 2015  sebagai berikut: 
a. ekuitas awal Rp. l . 159 .235 .564 .274 ,  16 
b. surplus/ defisit-LO Rp. 248.087.809.019,78 
c. koreksi ekuitas lainnya Rp. 353.125.678.788,75 
d. ekuitas akhir Rp. l .760.449 .052.082,69 

-u: · · . '  



Pasal 9 

CALK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g tahun anggaran 2015  
memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos 
laporan keuangan. 

Bagian Kedua 
Lampiran Atas Laporan Keuangan 

Pasal 10 

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 1 1  

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
kedalam penjabaran LRA. 

Pasal 12 

Penjabaran LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

BAB III 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros. � . .  .  

.:-..,· 

A RAHMAN, MM 

TANGGAL 

KEPA BAGIAN HUKUM I 
DAN PERUNOANG-UNOANG� 
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Ir. H. BAHARUDDIN, MM 

Pangkat: Pembina Utama Madya 
Nip : 19600909198603.t 029 

DiundangkandiMaros . 
Pada tanggai , 29 Juli 2016 

SEKRETARIS DAERAH, 
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· BERITA DAERAH KABU,PATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR.;:jB: . .  
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